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Lampiran 3: 
Pedoman Wawancara 

PEDOMAN WAWANCARA 1 
 

Untuk Lurah di wilayah Kota Depok 
 
 
1. Apa saja usaha yang telah dilakukan pihak kelurahan untuk mendukung 

pemberian pelayanan publik kepada penduduknya? 
 
2. Apakah pihak kelurahan aktif berpartisipasi dalam program sosialisasi yang 

diadakan oleh Disdukcapil? 
 
3. Dimana sasaran program penertiban di wilayah kelurahan ini? 
 
4. Bila persediaan blangko KTP habis di kelurahan, bagaimana cara 

mendapatkan yang baru? 
 
5. Apakah keberadaan penduduk pendatang selalu terpantau oleh kelurahan 

melalui RT/RW setempat? 
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(lanjutan) 

PEDOMAN WAWANCARA 2 
 

Untuk Camat di wilayah Kota Depok 
 
 
1. Dimana saja digelar program penertiban yang dilakukan bersama Disdukcapil 

biasanya? 
 
2. Alasan dipilihnya kerja sama dengan para pemimpin wilayah (RT/RW) dalam 

program penertiban? 
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PEDOMAN WAWANCARA 3 
 

Untuk Kepala Seksi Mobilitas Penduduk 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok 

 
 
1. Apakah dalam penyampaian informasi/berkomunikasi kepada staff atau 

instansi lain untuk aktifitas-aktifitas yang berkaitan dengan adminduk pernah 
terjadi penyimpangan informasi? 

 
2. Dalam proses implementasi kebijakan administrasi kependudukan di Kota 

Depok, hal-hal apa sajakah yang membawa pengaruh, positif atau negatif? 
 
3. Adakah tindakan yang menjurus pada penolakan atau dukungan dari 

masyarakat dari upaya pemda dalam menyosialisasikan atau menerapkan 
kebijakan adminduk? 

 
4. Dalam rapat triwulan yang diadakan DPRD bersama denga pihak Disdukcapil, 

apakah salah satu respon yang mengemuka dalam kaitannya dengan capaian 
kebijakan adminduk? 

 
5. Seberapa banyak frekuensi program penertiban yang dilakukan oleh 

Disdukcapil dan dimana saja? 
 
6. Maksud diadakannya program penertiban untuk apa? 
 
7. Apakah ada bidang kerja khusus yang ditetapkan oleh dinas sebagai instansi 

pelaksana untuk mendukung suksesnya kebijakan adminduk? 
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PEDOMAN WAWANCARA 4 
 

Untuk Kepala Bidang Kependudukan 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok 

 
 
1. Apakah terdapat sanksi administratif bagi jajaran staff atau institusi 

pemerintah dibawah pemkot yang dengan sengaja memperlambat pembuatan 
dokumen kependudukan? 

 
2. Bagaimanakah cara mengukur kinerja kebijakan adminduk, adakah evaluasi 

dari luar dinas atau juga yang mungkin sifatnya internal? 
 
3. Berasal darimanakah sumber dana untuk penyelenggaraan kebijakan 

adminduk dan adakah sumber-sumber lain sebagai perangsang (incentive) 
untuk kelancaran program? 

 
4. Pernahkah terjadi kesalahpahaman dalam proses implementasi kebijakan 

adminduk baik yang terjadi dalam dinas maupun yang melibatkan instansi 
lain? 

 
5. Bagaimana mengenai tanggapan masyarakat atas diberlakukannya Perda 

Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Adminduk ini, adakah 
mempengaruhi proses implementasi? 

 
6. Mengenai kebijakan adminduk, apakah tiap individu yang terlibat dalam 

lingkungan Disdukcapil telah memahami secara menyeluruh? 
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PEDOMAN WAWANCARA 5 
 

Untuk Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok 
 
 
1. Darimanakah sumber dana berasal bagi kegiatan pengadaan peralatan untuk 

operasionalisasi sistem informasi administrasi kependudukan di Kota Depok? 
 
2. Bagaimana bentuk penyampaian informasi mengenai kebijakan adminduk 

kepada pihak kecamatan/kelurahan dan masyarakat? 
 
3. Bagaimana prosedur bagi kelurahan untuk mendapatkan blangko KTP dan 

KK dari Disdukcapil? 
 
4. Dalam rangka penerapan adminduk di Depok, apakah ada aturan khusus bagi 

penduduk pendatang? 
 
5. Apa yang menjadi dasaar diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Depok 

Nomor 05 Tahun 2007 dan apa tujuannya? 
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Lampiran 4: 
Hasil Wawancara 

HASIL WAWANCARA 1 
 

Nama narasumber:  Bpk. Agus Tamin, S.H., M.M. 
Jabatan:  Lurah Pangkalan Jati, Kecamatan Limo, Kota Depok 
Hari/Tanggal/Waktu: Senin/17 Nopember 2008/09.47-10.19 wib 
   Selasa/25 Nopember 2008/09.20-09.50 wib 
Lokasi:  Ruang kerja Lurah Pangkalan Jati 
 
 
1. T:  Apa saja usaha yang telah dilakukan pihak kelurahan untuk mendukung 

pemberian pelayanan publik kepada penduduknya? 
 

J:  Sebagai satuan unit terkecil dari Pemerintah Kota Depok, pihak kelurahan 
telah secara langsung memberikan layanan publik yang berkaitan dengan 
kebutuhan penduduk kelurahan disini seperti menerbitkan kartu tanda 
penduduk, kartu keluarga, mencatat perpindahan penduduk dan pemberian 
surat keterangan lain-lain sesuai dengan kebutuhan penduduk akan 
dokumen kependudukan. 

 
2. T:  Apakah pihak kelurahan aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi 

yang diadakan oleh Disdukcapil? 
 

J:  Ya selalu, biasanya pihak dinas mengambil tempat di kantor kecamatan 
(Limo) dan kami diundang untuk hadir. 

 
3. T:  Dimana sasaran program penertiban di wilayah Pangkalan Jati ini? 
 

J:  Kadang-kadang dilakukan di tempat kost dan kontrakan juga. 
 

4. T:  Bila persediaan blangko KTP dan blangko KK habis di kelurahan, 
bagaimana cara mendapatkan tambahan kembali? 

 
J:  Kami mengambil sendiri blangko KTP dan blangko KK ke dinas, tidak 

secara khusus sih, tapi biasanya sekalian dengan mengantarkan sesuatu 
juga. 

 
T: Darimana dana didapat untuk biaya transportasi ke Dinas: 
 
J: Lebih sering dari kantong pribadi 
 

5. T:  Apakah keberadaan penduduk pendatang selalu terpantau oleh kelurahan 
melalui RT/RW setempat? 

 
J:  Sulit sekali mengharapkan kesadaran warga baru untuk melapor. 

Sepertinya peraturan wajib lapor itu tidak efektif. Sementara itu, Pak 
RT/RW punya kesibukan sendiri-sendiri. Ada juga sih, beberapa pemilik 
kontrakan yang aktif melaporkan penyewa barunya ke Ketua RTnya, tapi 
masih sedikit jumlahnya. 
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HASIL WAWANCARA 2 
 

Nama narasumber:  Bpk. Cecep S 
Jabatan:  Wakil Staff Pemerintahan Kecamatan Beji 
Hari/Tanggal/Waktu: Selasa/25 Nopember 2008/11.20-11.30 wib 
Lokasi:  Ruang kerja Wakil Staff Pemerintahan Kecamatan Beji 
 
 
1. T:  Dimana saja digelar program penertiban yang dilakukan Dinas, biasanya? 

 
 J:  Biasanya, program penertiban digelar di tempat-tempat umum seperti di 

mal, pasar dan sesekali di rumah-rumah kontrakan. 
 

2. T:  Alasan dipilihnya kerja sama dengan para pemimpin wilayah (RT/RW) 
dalam program penertiban? 

 
 J:  Sebagai orang paling dekat dengan masyarakat, mereka paling tahu 

tempat-tempat penampung pendatang baru. 
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HASIL WAWANCARA 3 
 

Nama narasumber:  Bpk. Alimudin, S.H., M.M. 
Jabatan:  Kepala Seksi Mobilitas Penduduk 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok 
Hari/Tanggal/Waktu: Kamis/13 Nopember 2008/12.40-13.20 wib 
   Selasa/18 Nopember 2008/12.23-13.14 wib 
   Jum’at/21 Nopember 2008/14.12-15.30 wib 
Lokasi:  Ruan kantor Kasi Mobduk, Disdukcapil Kota Depok 
 
 
1. T:  Apakah dalam penyampaian informasi/berkomunikasi kepada staff atau 

instansi lain untuk aktifitas-aktifitas yang berkaitan dengan adminduk 
pernah terjadi penyimpangan informasi? 

 
 J:  Secara berkala Pemkot Depok mengadakan kegiatan ‘Penertiban 

Kepemilikan Dokumen Adminduk’. Sebagai pejabat pelaksana teknis 
kegiatan, saya harus menyampaikan mekanisme pelaksanaan kegiatan 
tersebut kepada jajaran staf Disdukcapil yang bertugas maupun dinas atau 
instansi lain yang terlibat secara terperinci. Untuk menghindari kesalahan 
atau penyimpangan informasi, saya selalu membuatkan panduan kegiatan 
dan menyebarkan kepada yang ikut serta beberapa hari sebelumnya. 

 
2. T: Adakah tindakan yang menjurus pada penolakan atau dukungan dari 

masyarakat dari upaya pemda dalam menyosialisasikan atau menerapkan 
kebijakan adminduk? 

 
 J:  Jelas ada, karena selama ini mereka sudah merasa nyaman dengan kondisi 

administrasi kependudukan yang sudah berjalan sekian lama, walaupun 
pada praktiknya tidak efisien dan efektif. 

 
3. T:  Dalam rapat triwulan yang diadakan DPRD bersama dengan pihak 

Disdukcapil, apakah salah satu respon yang mengemuka dalam kaitannya 
dengan capaian kebijakan adminduk? 

 
 J:  Dari rapat terakhir, disebutkan oleh salah seorang anggota dewan (DPRD), 

namanya saya lupa, bahwa sosialisasi yang diadakan dinas masih kurang, 
karena dia sendiri, baru mendengar akan ditetapkannya ktp nasional 
dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) itu.  

 
 T:  Komisi apa atau berapa yang menangani masalah adminduk dalam 

DPRD? 
 
 J:  Komisi B, Bidang Anggaran. 
 
4. T:  Seberapa banyak frekuensi program penertiban yang dilakukan oleh 

Disdukcapil dan dimana saja? 
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 J:  Program penertiban dilakukan dua kali dalam setahun yang pada tahun 
2008 in diadakan pada Bulan April dan Oktober. Sedangkan lokasi yang 
ditetapkan adalah di jalan raya dan tempat-tempat keramaian umum. 
Sedangkan mengenai sanksi administrasi, dalam Perda Nomor 05 Tahun 
2007 menyebutkan sanksi denda sebesar Rp50.000 bagi penduduk yang 
bepergian tanpa membawa KTP atau membawa KTP yang telah melewati 
masa berlakunya. 

 
5. T:  Maksud diadakannya program penertiban oleh dinas untuk apa? 
 
 J:  Kegiatan seperti ini untuk meningkatkan kesadaran penduduk agar 

mematuhi peraturan penduduk dan sebagai bentuk shock therapy. 
 
6. T:  Apakah ada bidang kerja khusus yang ditetapkan oleh dinas sebagai 

instansi pelaksana untuk mendukung suksesnya kebijakan adminduk? 
 
 J:  Kami mempunyai dua kegiatan utama yang kedua aktifitasnya saling 

menunjang keberhasilan dari penerapan adminduk di Kota Depok. Yang 
pertama adalah Program adminduk, terdiri dari kegiatan Sosialisasi dan 
Penertiban dan yang kedua adalah kegiatan Pelayanan, yang meliputi 
penyediaan blangko KTP, KK dan pelayanan adminduk terpadu atau 
disingkat PAKET, bekerja sama dengan pemda DKI (Jakarta) dan BKSP 
Jabotabek. 

 
7. T:  Dengan adanya program SIAK, masih adakah peluang seseorang untuk 

memiliki KTP lebih dari satu?  
 
 J:  Tidak akan ada seorang pendudukpun yang memiliki KTP lebih dari satu 

dengan NIK yang berbeda. Soalnya, ada proses otentifikasi berjenjang, 
mulai dari kelurahan hingga pemerintah pusat.  

 
 
8. T:  Bagaimana mengenai konsolidasi data kpendudukan yang telah 

terdokumentasi, apakah sudah online antara pemerintah pusat, pemkot dan 
kecamatan? 

 
 J:   Mengenai konsolidasi data kependudukan baik dari pemerintah kota 

kepada pemerintah pusat, kecamatan kepada pemerintah pusat termasuk 
juga dari pemerintah kota kepada pemerintah propinsi belum dapat 
dilakukan karena terkendala oleh jumlah sumber manusianya dan 
peralatan penunjangnya untuk ditempatkan pada kantor-kantor kecamatan. 

 
9. T:  Seberapa seringkah pemutakhiran data penduduk yang dilaporkan kepada 

peemrintah pusat?  
 
 J:   Mendagri mewajibkan walikota untuk melaporkan data penduduk terbaru 

secara rutin, setiap tiga bulan. 
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10. T:   Tolong dijelaskan mengenai unsur-unsur angka yang terdapat dalam NIK? 
 
 J:   Enam digit pertama merupakan kode wilayah propinsi, kabupaten/kota 

dan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar, enam digit kedua 
adalah tanggal, bulan dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan 
tanggal lahirnya ditambah angka 40 dan empat digit terkhir merupakan 
nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK 

 
11. T:   Berapakah plafon tertinggi sanksi pidana atau denda yang dikenakan pada 

seseorang yang memiliki KTP lebih dari satu? 
 
 J:   Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan pada pasal 97 menyebutkan bahwa pidana 
penjara paling lama dua tahun dan atau denda paling banyak 
Rp25.000.000. 

 
12. T:   Dengan kurangnya sarana/prasarana teknis dan SDM untuk keperluan 

penerapan kebijakan adminduk kehusunya operasionalisasi SIAK, apakah 
dapat diatasi untuk sementara? 

 
 J:   Untuk menjalankan program administrasi kependudukan ini sangat 

diperlukan sarana dan prasarana duluar peralatan teknis penunjang SIAK, 
karena seharusnya disediakan ruangan atau gedung tersendiri dan 
kendaraan operasioanl. Kekurangan staff juga menghambat proses 
konsolidasi data kependudukan, karena tidak terdapatnya staff di setiap 
kecamatan untuk mengoperasikan perangkat SIAK 
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HASIL WAWANCARA 4 
 

Nama narasumber:  Bpk. Pribadi Iqbal, S.H. 
Jabatan:  Kepala Bidang Kependudukan 
   Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok 
Hari/Tanggal/Waktu: Kamis/13 Nopember 2008/13.40-14.20 wib 
   Selasa/18 Nopember 2008/13.15-14.30 wib 
   Kamis/20 Nopember 2008/14.16-15.39 wib 
Lokasi:  Ruang kerja Kabidduk, Disdukcapil Kota Depok 
 
 
1. T:  Apakah terdapat sanksi administratif bagi jajaran staff atau institusi 

pemerintah dibawah pemkot yang dengan sengaja memperlambat 
pembuatan dokumen kependudukan? 

 
 J:  Dalam Perda Kota Depok Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan 

Administrasi Kependudukan Pasal 56 telah diatur mengenai batasan waktu 
maksimal pembuatan dokumen kependudukan seperti KTP, KK dan surat 
keterangan lain-lain yang dapat ditolerir sejak tanggal dipenuhinya semua 
persyaratan oleh penduduk. Seperti misalnya untuk pembuatan KTP atau 
KK membutuhkan waktu paling lambat 14 hari. Tapi apabila melebihi 
batas waktu yang telah ditentukan maka akan dikenakan denda sebesar 
Rp50.000, itu berdasarkan pengaduan penduduk yang merasa dirugikan. 

 
2. T:  Bagaimanakah cara mengukur kinerja kebijakan adminduk, adakah 

evaluasi dari luar dinas atau juga yang mungkin sifatnya internal? 
 
 J:  Ya, ada rapat dengan pihak dewan (DPRD) yang diselenggarakan per 

triwulan. Sedangkan dari dalam dinas sendiri biasanya dijadwalkan lebih 
sering, misalnya setiap hari Senin, dalam bentuk briefing dengan staff, 
dengan misalnya menanyakan, ‘pekerjaan sudah sampai dimana nih.., ada 
kesulitan apa?..’  dan yang seperti itulah. 

 
3. T:  Berasal darimanakah sumber dana untuk penyelenggaraan kebijakan 

adminduk dan adakah sumber-sumber lain sebagai perangsang (incentive) 
untuk kelancaran program? 

 
J:  Sudah pasti dana dari APBD. Mengenai bantuan diluar dana, misalnya 

berupa 
  a) Sarana Prasarana Utama SIAK: 2 Server, 12 Personal Computer, 12 

Printer Dotmatrix, 12 Printer Inkjet, 12 Kamera Digital, 2 UPS Server, 12 
UPS Personal Computer, 2 Pemindai (Scanner) dan 1 Sarana LAN. 

  b) Sarana Prasarana Pendukung SIAK:1 Genset dan 1 AC 2 PK. (p.70-71) 
  dan pelatihan ada yang diberikan oleh pemerintah pusat yaitu Ditjen 

Adminduk dan ada juga dari pemerintah propinsi. 
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4. T: Pernahkah terjadi kesalahpahaman dalam proses implementasi kebijakan 
adminduk baik yang terjadi dalam dinas maupun yang melibatkan instansi 
lain? 

 
 J:  Pernah itu terjadi salah pemahaman. Jadi ceritanya begini, orang kelurahan 

yang bikin kesalahan. Berdasarkan surat edaran Mendagri tanggal 22 
Agustus 2007 disebutkan bahwa bagi penduduk pendatang sebelum Juli 
2006 (pada saat UU Nomor 23 Tahun 2006 diberlakukan) bisa 
mendapatkan KTP tanpa perlu membawa surat pindah dari daerah asalnya, 
tapi dengan syarat, harus menyerahkan KTP dan KK dari daerah asalnya. 
Sedangkan ada orang-orang dari beberapa kelurahan yang salah 
menangkap informasi tadi dengan menganggap bahwa peraturan tadi 
berlaku bagi penduduk pendatang setelah Juli 2006 sampai dengan 
Desember 2008.  Itu kan jelas salah. 

 
 T: Apakah mereka tidak diberikan tembusan surat edaran tersebut 

sebelumnya? 
 
 J: Sudah, sudah bahkan, informasi ini sudah disosialisasikan dalam setiap 

Rapat Minggon di tiap kecamatan. 
 
 T:  Apa itu Rapat Minggon?  
  
 J: Rapat mingguan yang dikoordinasikan antara dinas dan tiap-tiap 

kecamatan dengan hari yang berbeda di tiap kecamatan. Misalnya, 
Kecamatan Limo, setiap Hari Kamis, begitu. 

 
5. T: Apa yang menjadi dasar adanya pemekaran wilayah? 
 
 J:  Dengan terbitnya Perda Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah. Disitu dijelaskan mengenai pembentukan kecamatan 
baru (pemekaran wilayah), dari sebelumnya enam kecamatan menjadi 11 
kecamatan. Perda ini baru akan diberlakukan mulai 2 Januari 2009. 

 
 T:  Apakah maksud dan tujuan pemekaran wilayah ini? 
  
 J: Berdasarkan kebutuhan. Misalnya begini, dalam suatu wilayah kelurahan 

yang berpenduduk mencapai 75.000 orang, itu termasuk padat, jadi agar 
kecamatan dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada 
penduduk, maka dibentuklah kecamatan baru. Inti sebenarnya adalah 
untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.  

  Satu contoh lagi, Kelurahan Pondok Petir di Kecamatan Sawangan, 
letaknya berbatasan dengan Ciputat, merupakan kelurahan terjauh di 
dalam wilayah Kecamatan Sawangan. Nah, agar penduduk di kelurahan itu 
mendapat kemudahan dalam hal jarak/lokasi untuk kebutuhan pengurusan 
adminduknya, maka Kecamatan Sawangan yang sebelumnya terdiri dari 
14 kelurahan dibagi menjadi dua, yaitu satu lagi kecamatan baru: 
Kecamatan Bojongsari dimana Kelurahan Pondok Petir termasuk 
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didalamnya. Tapi sekali lagi, peraturan ini baru akan diterapkan awal 
tahun depan. 

 
6. T: Bagaimana mengenai  tanggapan masyarakat atas diberlakukannya Perda 

Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Adminduk ini, adakah 
mempengaruhi  proses implementasi? 

 
 J:  Tujuan pemkot Depok adalah untuk menegakkan perda (tentang 

Penyelenggaraan Adminduk) ini, jadi malah akan memberikan 
keuntungan bagi penduduk dari sisi hak-hak masyarakat terpenuhi dan 
kepastian hukumnya. Ada yang setuju dan ada yang tidak, bagi yang 
setuju bahwa mereka mendukung pembebasan bea penerbitan KTP dan 
bagi yang tidak setuju dikarenakan birokrasi yang berbelit-belit. 

 
 T: Masih berkaitan dengan penerbitan perda tadi, apakah ada reaksi 

tentangan atau malah dukungan dari pihak elit politik? 
 
 J:  Ada kritik dari pihak dewan (DPRD) mengenai penerbitan dokumen 

pendaftaran penduduk seperti KTP, KK dan surat-surat keterangan lainnya 
yang memakan waktu sampai dengan 14 hari sejak semua persyaratan 
dipenuhi. Mereka mengkhawatirkan terjadinya praktik percaloan.  

  Tapi nanti akan ada SOP (Standard Operation Procedure)nya untuk 
memperjelas tahapan apa saja yang mesti dilalui agar tidak menimbulkan 
ekses yang dikhawatirkan tadi.    

 
 T: Apakah pihak internal dinas juga memberikan dukungan penuh atas 

terbitnya peraturan ini? 
 
 J:  Ya, semua staff Disdukcapil mendukung penuh, tidak ada yang menolak. 
 
 T: Apakah ada kelompok-kelompok kepentingan swasta yang dimobilisasi 

untuk mendukung atau menentang kebijakan ini? 
 
 J:  Sejauh ini tidak ada, karena pihak swasta hanya dilibatkan dalam hal 

pengadaan perangkat keras untuk keperluan SIAK secara nasional, yang 
telah ditunjuk oleh Depdagri.  

 
7. T: Mengenai kebijakan adminduk, apakah tiap individu yang terlibat dalam 

lingkungan Disdukcapil telah memahami secara menyeluruh? 
 
 J:  Untuk yang bersifat aplikatif, tentunya sudah paham. Bila tidak maka akan 

jelas langsung terlihat kesalahannya. 
 
8. T: Bagaimana caranya agar setiap penduduk memperoleh NIK? 
 
 J:  Pertama, yang harus dilakukan adalah setiap orang mengisi Biodata F-

1.01. Biodata tersebut kemudian diinput kedalam SIAK, setelah itu baru- 
NIKnya keluar. Data ini akan tersimpan yang artinya terkomunikasikan ke 
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pusat dan daerah lain. Jadi, seseorang yang sudah memiliki KTP di suatu 
daerah, tidak bisa lagi membuat KTP di daerah lain. Bila orang tersebut 
pindah alamat secara permanen, maka orang tersebut harus mengganti 
KTPnya dengan yang baru, karena KTP menganut asas domisili, tapi 
penggantian KTP ini tidak merubah NIK orang tersebut. 

 
 
9. T: Berapakah anggaran APBD untuk SIAK tahun 2008 ini, berikut komponen 

pengalokasiannya? 
 
 J:  Untuk tahun anggaran 2008, dana yang dibutuhkan adalah sebesar Rp 

1.305.025.000 (satu milyar tiga ratus lima juta dua puluh lima ribu 
rupiah), dengan perincian untuk keperluan (1) belanja pegawai sebesar Rp 
32.452.000 (tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah), 
(2) belanja barang dan jasa sebesar Rp 1.217.071.500 (satu milyar dua 
ratus tujuh belas juta tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan (3) 
belanja modal sebesar Rp 55.501.500 (lima puluh lima juta lima ratus satu 
ribu lima ratus rupiah). Jumlah ini harus habis terpakai sampai dengan 
tahun anggaran 2008 berakhir. 

 
10. T: Bagaimanakah mekanisme pengajuan anggaran untuk SIAK? 
 
 J:   Biasanya ada rapat internal Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 

masing-masing seksi saling memberikan masukan untuk kebutuhan 
kedinasan mereka. Setelah mendapat angka final, kemudian mengajukan 
kepada tim anggaran yang terdiri dari beberapa unsur seperti sekretariat 
daerah (setda) dan badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda). 
Setelah mendapatkan kata sepakat maka kami ajukan ke DPRD untuk 
mendapat persetujuan. 

 
 
11. T: Apa sajakah sarana dan prasarana untuk keperluan pelaksanaan entry data 

SIAK? 
 

J:  a) Sarana Prasarana Utama SIAK: 2 Server, 12 Personal Computer, 12 
Printer Dotmatrix, 12 Printer Inkjet, 12 Kamera Digital, 2 UPS Server, 12 
UPS Personal Computer, 2 Pemindai (Scanner) dan 1 Sarana LAN. 

  b) Sarana Prasarana Pendukung SIAK:1 Genset dan 1 AC 2 PK. (p.70-71) 
 dan pelatihan ada yang diberikan oleh pemerintah pusat yaitu Ditjen 

Adminduk dan ada juga dari pemerintah propinsi. 
 
12. T:  Berapakah jumlah staff yang dibutuhkan untuk operasionalisasi program 

SIAK? 
 
 J:  40 orang registrar, 45 orang operator dan 10 orang kurir. Namun jumlah 

staff yang ada belum memadai. Kurang mencukupinya jumlah staff yang 
dibutuhkan dikarenakan mereka masih digunakan tenaganya pada 
kelurahan dan kecamatan tempat mereka bekerja. Sedangkan dana untuk 
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pengadaan staff baru belum dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 
2008. 

 
 
13. T: Apa sajakah sarana dan prasarana untuk keperluan pelaksanaan entry data 

SIAK? 
 

J:  a) Sarana Prasarana Utama SIAK: 2 Server, 12 Personal Computer, 12 
Printer Dotmatrix, 12 Printer Inkjet, 12 Kamera Digital, 2 UPS Server, 12 
UPS Personal Computer, 2 Pemindai (Scanner) dan 1 Sarana LAN. 

  b) Sarana Prasarana Pendukung SIAK:1 Genset dan 1 AC 2 PK. (p.70-71) 
 
 
14. T: Apakah terdapat pengaruh positif atau negatif dalam pola hubungan 

pemkot dengan pihak legislatif? 
 
 J:  Sejauh ini terdapat hubungan yang sewajarnya antara pihak legislatif dan 

pihak pelaksana kebijakan, dalam artian bahwa terdapat kerja sama yang 
baik dan tidak ada pengaruh negatif atau upaya mempengaruhi tujuan-
tujuan yang hendak dicapai dalam proses implementasi kebijakan 
administrasi kependudukan. 

 
 
15. T: Instansi apa sajakah yang memiliki kepentingan juga dengan data-data 

penduduk, sehingga dipandang perlu untuk diadakan kerja sama? 
 
 J:  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Intelijen Negara, 

Kepolisian RI, Departemen Sosial, Departemen Hukum dan Hak Asasi 
Manusia, Departemen Luar Negeri, Bank Indonesia, Badan Pertanahan 
Nasional, Departemen Komunikasi dan Informasi, Departemen 
Pendidikan Nasional, Mahkamah Agung, Badan Pengawas Pasar Modal-
Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan, Departemen Perdagangan 
dan Departemen Agama. 
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HASIL WAWANCARA 5 
 

Nama narasumber:  Bpk. Drs. H. Dedi Setiadi, M.M. 
Jabatan:  Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok  
Hari/Tanggal/Waktu: Kamis/13 Nopember 2008/11:00-12.00 wib 
   Selasa/18 Nopember 2008/11.00-12.00 wib 
Lokasi:  Ruang Kerja Kadisdukcapil Kota Depok 
 
 
1. T:  Darimanakah sumber dana berasal bagi kegiatan pengadaan peralatan 

untuk operasionalisasi sistem informasi administrasi kependudukan di 
Kota Depok? 

 
 J:  Pemerintah Kota Depok menyiapkan dana yang diambil dari APBD guna 

membiayai penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di 
Kota Depok ini. 

 
2. T:  Bagaimana bentuk penyampaian informasi mengenai kebijakan adminduk 

kepada kecatama/kelurahan dan masyarakat? 
 
 J:  Kami mengoordinir beberapa lurah, cmat dan tentunya masyarakat untuk 

bersama-sama hadir dalam sosialisi adminduk yang diagendakan enam 
kali dalam setahun di kecamatan yang berbeda-beda. 

 
3. T:  Bagaimana prosedur bagi kelurahan untuk mendapatkan blangko KTP dan 

KK dari dinas? 
 
 J:  Kelurahan tidak boleh kita bebani lagi dengan transport atau biaya lain, 

agar mereka juga tidak membebani masyarakat. Jadi staff Disdukcapil 
yang mengantarkan blangko KTP  dan blangko KK ke kelurahan-
kelurahan. 

 
4. T:  Dalam rangka penerapan adminduk di Depok, apakah ada aturan khusus 

bagi penduduk pendatang? 
 
 J:  Kami sama sekali tidak melarang pendatang baru masuk ke Depok, karena 

biar bagaimanapun Depok kan bagian dari wilayah RI juga, tapi 
seharusnyalah mereka sadar untuk mematuhi aturan yang berlaku di di 
wilayah dimana mereka menetap. 

 
5. T:  Apa yang menjadi dasaar diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Depok 

Nomor 05 Tahun 2007 dan apa tujuannya? 
 
 J:  Sudah pasti mengacu pada peraturan nasional yaitu Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 
kemudian menyusul di tahun ini Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 
2008. Sedangkan tujuannya ada dua, tujuan jangka pendeknya adalah 
untuk mewujudkan sistem administrasi kependudukan yang dapat 
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diandalkan. Untuk jangka panjangnya adalah untuk menciptakan layanan 
publik di bidang administrasi kependudukan yang cepat, murah dan 
memuaskan. 

 
6. T:  Apakah terobosan kebijakan yang merangsang penduduk untuk berperan 

aktif dalam kegiatan adminduk? 
 
 J:  Saat ini Pemerintah Kota Depok telah menggratiskan biaya pembuatan 

KK sesuai dengan Perda Nomor 37 Tahun 2000 tentang Pendaftaran 
Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil. Sedangkan untuk 
pembuatan KTP Pemkot Depok menetapkan biaya Rp 5.000 per lembar, 
sesuai dengan Perda Nomor 38 Tahun 2000 tentang Retribusi KTP.  

 
7. T:  Dalam keterkaitan dengan peluncuran KTP nasional oleh pemerintah pusat 

pada tanggal 1 April 2007, langkah awal apa yang dilakukan oleh 
Pemerintah Kota Depok? 

 
 J:  Saat ini kami tengah mempersiapkan inventarisasi berbagai macam 

peralatan pendukung, misalnya melakukan perubahan format KTP dari 
format KTP lama menjadi format KTP nasional. Langkah selanjutnya 
adalah mengadakan simulasi pengoperasian peralatan sistem informasi 
administrasi kependudukan (SIAK) serta sosialisasi pemberlakuan dan 
penerbitan KTP nasional berlogo Garuda Pancasila kepada seluruh camat 
dan lurah. 

 
8. T:  Apa kelebihan data yang diproses melalui SIAK? 
 
 J:  Data-data yang diproses melalui SIAK akan lebih akurat, karena KTP 

nasional ini hanya memiliki satu nomor induk kependudukan (NIK). NIK 
akan berlaku kemanapun warga pindah dan bertempat tinggal. 

 
 
9. T:  Faktor apa lagi yang menunjang keberhasilan penerapan kebijakan 

adminduk di Depok, selain adanya perangkat perundang-undangan dan 
aparatur pemerintah? 

 
 J:  Selain perangkat hokum dan aparat diperlukan juga partisipasi masyarakat 

diperlukan untuk menunjang keberhasilan program administrasi 
kependudukan ini. 
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